
Menimbang

Mengingat

PERATUMN GUBERNUR GORONTALC)

NOMOR 2' TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KER]A PEMERINTAH DAEMH TAHTJN 2013

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA E:SA

GUBERNUR GORONTALO,

:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Ffasal 26 aryat 2 undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis;tenn perencanaan

Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Flencana Kr:rja pemerintah

Daerah Tahun 20L3;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daram

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gulternur Gorontalo tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun .1013;

: 1. undang-undang Nomor 38 Tahun 20010 tentang pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara l{epublik Indonesia
Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tr:ntang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 20,03 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\ornor 4286);

3. undang-Undang Nomor 2s rahun z0a4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbararr Nregdra Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamibahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442L);

4. undang-undang Nomor 32 Tahun z00tt tenterng permerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T,ahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesira lrlomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah tr-.rakhir dengan undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubaharn Kedua Atas
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004t tentarng pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonresia Tilhun 200g Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik llndonq;ia lNomor 4g44);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20(A tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pennerintalhan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'l-ahun 2004 Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indlonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 
'fahun 

2005 - 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204'l Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indlonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 terntang Rencana

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Reputllik Indonesia

Nomor 4405);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanrg Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kbta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor &iL, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 473t7).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian darr Evaluasi Pelaknnaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indlonesia Tahun

2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Reputllik Indonesia

Nomor a6Lil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun :2010 telnterng; Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian trlegerra/Lembaga

(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Iahun 
20f0 Nomor L52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indronesia Nomclr 5L78);

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2AL0-,1014;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun :1010 trentllnrg Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201,2 tentiang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 20t3;

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 provinsi

Gorontalo; 
' J 
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATUMN GUBERNUR GORONTALO TEI\TANG RENMNA KERJA

PEMERINTAH DAEMH TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dtaerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Gorontalo dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara penlerintahan dar:rah Provinsi

Giorontalo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yanrg selanjutnya

disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk pelriode 20 (dua

puluh) tahun.

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut

R.KPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)

ttlhun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

6. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periodr: 5 (linna) tahun.

7. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periodr: 1 tahun.

B. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari s;uatu program

atau keluaran yang diharapkan dari suatu llegiatan.

9. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berrisi satu atau

lerbih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau nnaqrarakat yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk merncapai sasaran dan

tujuan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RK.PD

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi GoronErlo 'Iahun 20t3,
yieng selanjutnya disebut RKPD T'ahun 20t3, adalerh dokumen
perencanaan pembangunan daerah untul< periode 1 (:satu) tahun
yaitu tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013

br-.rakhir pada tanggal 31 Desember 20L3;

dan

__)
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(2) Si:;tematika RKPD Tahun 2013 terdiri clari :

a. pendahuluan;

b. capaian pembangunan 2011 dan prakiraan 20t,,1;

c. kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pemlbangunran;

d. prioritas dan sasaran pembangunan 201.1;

e. program prioritas dan kaidah pelaksanaan;

f. penutup.

Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari lRPll2D Provinsi

Gorontalo tahun 2007 - 2025 dan Flencana Penrbangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 20L2-210I',7.

(2) Rh:PD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud prada ayat (1) rnenjadi :

a, pedoman bagi Pemerintah Daerah dalerm menyusun Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeriah (RAPBET) -Fahun 
20L3;

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota daliam menyusun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013'

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapa'tan dan Belanja
Daerah Tahun 2013 :

a, pemerintah daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 setragai bahan
pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas; dan plafon

anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dtewan Perwak:ilan Rakyat
Daerah;

b. pemerintah daerah menggunakan RKPD Tarhun 2013 sebagai bahan
pembahasan MPBD dengan Panitia Anggaran Devran perwakilan

Rakyat Daerah;

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan FIKPD lahun 2013
dalam melakukan pembahasan Rencana Kefa darr Anggaran satuan
Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah.

Pasal 5
(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laproran kinerja triwulan dan

tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan dflggdriir'r ltahun 2013
yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja;
masing-masing program. T
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilsarnpaikan kepada

Bino Pengendalian, Pembangunan dan Ekonomi, Etadan Perencanaan

Pe:mbangunan Daerah dan Badan Keuangan lPro'rinsi Gorontalo

paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berrak.hirnya triwulan

yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan brahan ;refl:irntnngan bagi

analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan 'yilng termuat

dalam RKPD Tahun 2013.

Pasal 6
(1) Sasaran pembangunan sebagaimana terrnuat dalam I{KPD tahun

2(1L3, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke

dalam rincian program dan kegiatan secar,a efeKif dan eflsien sefta

lebih menekankan pada kinerja hasil y'ang inovatif.

(2) Karena keterbatasan pembiayaan melalui AF'BD tahun 20L3,

dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Permbrantuan menjadi

bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 7

Badanr Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah

menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Siatuan Kerja

PeranEkat Daerah tahun 2013 hasil pembahasan bersama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2013.

Pasal 8

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2013

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan llKF'D lfahun 2013,

maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menggunakan Frrogram dan

Kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Permerintah Provinsi

Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. J
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BAB III

PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berraku sejak tanggal ditetapl<an.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ;reinrgundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatanny,a dalam Berriita Daerah
Provinsl Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR2" ,
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
26 Juli 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
26 Juli 2012



W PEMERINTAH PRIVINSI GoRoNTALo

BAB VII
PENUTUP 

----

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provin:;i Gorontalo
Tahun 2013 merupakan formulasi kebijakan dari penjabaran RPJMD Tahun
20I2-20L7, dan mengacu pada RKP Nasional. RKPD ini mernuert rancangan

kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Draerah, rencana kerja,
dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh permerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga,
RKPD 2012 menjadi sangat penting karena menjadi dasar dan acuan
pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun 2012 dalarTl pehcdpaian agenda
dan sasaran dalam RPIMD.

Dalam implementasinya, RKPD ini perlu dukungan berupil pemberian
masukan dan monitoring dalam pengendalian program dan kegiatan,
Pembangunan tahun 2012 adalah tugas yang harus dilaksanakan bersama
demi mencapai tujuan dan hasil pembangunan yang optimal, Hernya dengan
demikian maka seluruh capaian hasi l  pembangunan akan dapat
menghantarkan penduduk dan masyarakat Gorontalo menu.ju kemandirian
dengan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Selain itu, kemampuan pembiayaan juga menjadi salalr siltu penentu

terhadap kelancaran seluruh rencana pembangunan kedepan. Disamping hal
itu, dukungan politik dari Dewan Penvakilan Rakyat nnenjadi syarat mutlak
dari  pada pelaksanaan RKpD tahun 2013.

RKPD tahun 2013 ini, disadari belum dapat rnengallomodir segala
kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah, nan''tun dapat dipastikan
bahwa RKPD ini telah melalui penilaian, peftimbangan dan perurnusan yang
sangat objektif dan rasional berdasarkan prinsip - prinsip perencanaan dan
penganggaran sehingga diharapkan muaranya berakfrir pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara absolut.

Rencana Kerjo Pemerintult Dserqh Tuhun 2013
B appedar pro vi n s i G o ro nto lo
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